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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kemuliaan 
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limpahan rahmat, taufiq, hidayah-Nya kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Shalawat serta 
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Rizqi, Solikin, Cak Bad, Eko, Iga, Hariyadi, Alfan, Munthe dan teman-teman seperjuangan 
HBS  yang lain selama waktu kuliah. 
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Sahabat-sahabatku semua dimanapun berada........ 
vi 
 
 MOTTO 
 
                    
           
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Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Hasyr :18)  
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TRANSLITERASI 
A. Umum 
Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. 
B. Konsonan 
ا = Tidak dilambangkan ض = dl 
ب = b     ط = th 
ت = t     ظ = dh 
ث = ts     ع = ʻ (koma menghadap atas) 
ج = j     غ = gh 
ح = h     ف = f 
خ = kh     ق = q 
د = d     ك = k 
ذ = dz     ل = l 
ر = r     م = m 
ز = z     ن = n 
س = s     و = w 
ش = sy     ه = h 
ص = sh     ي = y 
Hamzah ( ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 
apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda 
koma diatas ('),berbalik dengan koma (ʻ), untuk pengganti lambang “ ع”. 
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C. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkanbacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut: 
Vokal (a) panjang =   â  misalnya لاق menjadi  qâla 
Vokal (i) panjang =   î  misalnya ليق menjadi  qîla 
Vokal (u) panjang =   û  misalnya نود menjadi  dûna 
Khusus untuk bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) =و misalnya لوق menjadi  qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya  ريخ menjadi  khayrun 
D. Ta’ Marbûthah ( ة ) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, 
tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:  ةسردملل ةلاسرلا menjadi al 
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri 
dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: ىف 
 الله ةمحر menjadi fi rahmatillâh. 
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” ( لا ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 
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kalimat yang disandarkan (idhâfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan … 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan … 
3. Masyâ’Allâh kâna wa mâ lam yasyâ’ lam yakun. 
4. Billâh ‘azza wa jalla. 
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama 
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak 
perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: 
“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan 
Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah 
melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi 
dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu 
caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor 
pemerintahan, namun ...” 
Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata 
“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang 
disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari 
bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah 
terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, 
“Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”. 
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ABSTRAK 
Sugito, Ilham Ardi, 09220017, 2013. Politik Hukum Asuransi Syariah di 
Indonesia. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H. 
Kata Kunci : Politik Hukum,  Asuransi Syariah di Indonesia 
Kesadaran masyarakat akan pentingnya meminimalisir resiko mengarah 
kepada tindakan preventif untuk menanggulanginya. Tindakan preventif tersebut 
diwujudkan dengan adanya pendirian asuransi syariah sebagai lembaga keuangan 
non bank. Hadirnya asuransi syariah tidak dapat terlepas dari adanya peraturan 
perundang-undangan yang mengaturnya. Pembuatan peraturan perundang-
undangan asuransi syariah tersebut tidak dapat terlepas dari adanya politik hukum. 
Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian guna mengetahui landasan 
diregulasikannya peraturan yang terkait dengan asuransi syariah dan pembentukan 
peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengannya.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini mengapa landasan aturan asuransi 
syariah masih dalam bentuk peraturan menteri keuangan dan bagaimana 
pembentukan peraturan perudang-undangan asuransi syariah. Dan tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan aturan asuransi syariah masih dalam 
bentuk peraturan menteri keuangan dan bagaimana pembentukan peraturan 
perudang-undangan asuransi syariah. 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 
konseptual dan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum penelitian 
ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer 
diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan asuransi 
syariah, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang terkait 
dengan asuransi syariah serta bahan hukum tersier didapat dari kamus hukum dan 
ensiklopedi yang memuat asuransi syariah.  
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kendala teknis dan non-
teknis yang menyebabkannya. Kendala teknis tersebut dipengaruhi oleh waktu 
yang sempit sedangkan non-teknis dipengaruhi oleh sulitnya penyatuan persepsi 
antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan 
pembentukan peraturan perundang-undangannya meliputi asas-asas pembentukan  
peraturan perundang-undangan nasional, asas-asas yang termuat dalam materi 
peraturan perundang-undangan dan prosedur pembentukan peraturan perundang-
undangan asuransi syariah. Sedangkan landasan idiil yaitu pancasila, landasan 
konstitusional yaitu pasal 33 UUD 1945 dan landasan operasional yaitu UU No.2 
Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan PMK Nomor 227/PMK.010/2012. 
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ABSTRACT 
Sugito, Ilham Ardi, 09220017, 2013. Legal Policy of Takâful in Indonesia. 
Thesis. Department of Business Law Shariah, Faculty of Sharia Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Suwandi, M.H. 
Keywords : Legal Policy, Takaful  in  Indonesia 
Public awareness of the importance of minimizing the risk get into 
preventive action to mitigate it. Preventive action is realized by the establishment 
of insurance as a non-bank financial institutions. The existence of takâful cannot 
be separated from the existence of laws and regulations that rules it. Rule making 
of takâful cannot be separated from legal policy. Therefore, this study is needed to 
determine the basic that regulation has been regulated related in takâful and 
regulations related with it. 
The problems of study are why the basic of takâful is still using in 
regulation form of ministry of finance and how is the rule making in takâful. And 
the aim of this study is to know the reason of regulation in takâful that still using 
ministry of finance regulation and how was the rule making of takâful. 
This research is a juridical normative with conceptual approach and 
legislation rule. And the matter of study includes primary legal matter, secondary 
and tertiary. Primary legal matter derived from legislation related to Takaful, and 
secondary legal matter obtained from books related to takâful and tertiary material 
obtained from law dictionaries and encyclopedias that contains takâful. 
From this study it can be concluded that the technical problem and non-
technical cause this problem. Technical problem is influenced by limited time and 
non-technical is influenced by the difficulty of agreement between the 
government and the House of Representatives (DPR). While the formation of 
legislation in takâful includes the principles of formation of national legislation, 
the principles in matter of legislation, and procedure of the establishment of 
legislation. And idiil base is Pancasila, Constitutional base is Law Republic of 
Indonesia Number 33 of 1945 and operational base is Act 2 of 1992 on 
Concerning Insurance Undertakings and regulation of the Minister of Finance of 
the Republic of Indonesia Number 227/PMK.010/2012. 
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  البحث لخصم
ة القانون في التكافل الإسلامي في إندونيسيا سياس ،7۲۰۰۱۱9۰ ،3۲۰۱إلهام أردي،  سوغيطا،
 إبراهيم مالك مولانا بجامعة الشريعة كلية في ،الشرعية المعاملة الحكم بقسم. جامعي بحث.
 . بمالانج الحكومية الإسلامية
 الماجستير سوواندي الدكتور: فالمشر 
 .في إندونيسيا الإسلامي التكافل ،سياسة القانون :الرئيسية الكلمات
. المعاملة لكل عادل نظام تحقيق إلى المعاملات في الضرر عن للتجنب المجتمع اهتمام فعيد
. مصرفية غير كمؤسسة الإسلامي التكافل تأسيس منها  المحاولة بعض بدأ الاهتمام هذا ومن
 التكافل تقنين و. المجال هذا في خاص قانون وجود عن لاينفصل الإسلامي التكافل ووجود
ولأجل ذلك يحتاج إلى بحث مستقل لمعرفة أساس . سياسة القانون وجود عن نفصلي لا الإسلامي
 .تقنين التكافل الإسلامي والقوانين الأخرى المتعلقة المصاحبة
التكافل الإسلامي، ولماذا  تقنينتتبنى مشكلات البحث من بعض التساؤلات، كيف يتم 
وأما هدف البحث هو معرفة إجابة   .المالي أساس قانون التكافل الإسلامي مازال تحت رعاية الوزير 
 . كلا السؤالين
ويستند هذا . ويستخدم البحث المنهج التحليلي .يعتبر هذا البحث بحث قانوني معياري
البيانات الرئيسية  تؤخذ. وهي البيانات الرئيسية والثانوية والإضافية البحث على ثلاث بيانات قانونية
أما البيانات الإضافية من القاموس في مجال القانون  . ن التكافلوالثانوية من القانون والكتب ع
 .وغير ذلك
الوقت و الثاني  عدم وجود هما. عائقانوفي النهاية وصل الباحث إلى النتائج، منها أن هناك 
نظام التقنين الوطني  منتقنينه  يتكون. صعوبة التفاهم والاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب هو
يستند التقنين إلى القواعد . الإسلامي وكيفية تقنين التكافل ةالمواد القانونيفي  ودةالموج سسالأو 
من  33هو الفصل و يستند إلى الدستور الأساسي كأساس دستوري و  ،س فلسفياأسالخمس ك
عن التأمين  2995السنة  2هو القانون رقم  أما الأساس التنفيذي .1995الدستور الأساسي 
 . 2512/15. النظام الوزير الماليية/ 722اليية رقم والنظام الوزير الم
